BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dalam teori hukum pidana
tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan pidana dalam
terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang
pada intinya terdiri dari unsur-unsur yaitu harus adanya serangan yang
mengancam, pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain, pembelaan
dilakukan untuk kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain,
kehormatan kesusilaan atau harta benda dan keseimbangan antara
pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima. Dalam Putusan
Nomor : 373/Pid/PN. Pdg perbuatan terdakwa dengan korban bukanlah
pembelaan terpaksa karena dari unsur-unsur atau Syarat Yyang
dinyatakannya pembelaan terpaksa ada yang tidak terpenuhi yaitu tidak
adanya keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan
yang diterima karena pembelaan yang dilakukan terdakwa ini tidak
seimbang dengan serangan yang diciptakan karena korban belum
melakukan serangan, dan yang dilakukan oleh korban adalah tindakan
ancaman serangan Yyaitu korban baru mengeluarkan sebilah golok dari
dalam jaketnya. Dan dilihat dari keseluruhan kasus terdakwa memiliki
waktu dan celah unutk menghindar dari serangan ancaman yang diterima,
tetapi yang dilakukan terdakwa adalah sebaliknya. Sehingga perbuatan

yang dilakukan terdakwa bukanlah perbuatan pembelaan terpaksa.
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Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa karena perbuatan
penganiayaan yang menyebabkan matinya orang didalam Putusan Nomor:
373/Pid/PN. Pdg menyebutkan bahwa hakim menentukan pidana yang
akan dijatunkan terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang
menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3)
KUHP, dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan.

B. Saran

Ketika Hakim memutus sebuah perkara yang berkaitan dalam
pembelaan terpaksa dan mengkategorikan apakah perbuatan ini termasuk
dalam pembelaan terpaksa atau tindak pidana itu adalah harus
mempertimbangkan pada syarat-syarat pembelaan terpaksa dan dilihat
secara keseluruhan kasus yang dimana tidak ada cara lain dalam melakukan
penghindaran dari ancaman atau serangan yang di dapat apabila terdapat
serangan, pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan yang
diterima. Oleh karena itu tidak semua tindak pembelaan atau tindakan
balasan itu merupakan pembelaan terpaksa.

Bagi Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya perlu
mempertimbangkan fakta materiil secara teliti. Dalam melakukan
pembuktian Penuntut Umum harus teliti dan jeli untuk membuktikan unsur-

unsur tindak pidana.
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